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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan modalitas yang telah disepakati dalam persetujuan
kemitraan ekonomi antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong
Kong telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk untuk Persetujuan
Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong,
Republik Rakyat Tiongkok.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75,
TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun
2006 No0.93, TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), Perpres 34 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.58), Perpres Rl 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No0.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019
(BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Klasifikasi barang atas barang impor sesuai dengan klasifikasi barang pada saat
diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea
masuk atas barang impor. Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif
bea masuk, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan
Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok.
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang
dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2020.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Juli 2020.

- Lampiran halaman 7 s.d. 523



